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PENDAHULUAN 
Transformasi ekonomi digital telah mengubah lanskap persaingan antarkawasan secara fundamental. 

Keunggulan kompetitif tidak lagi ditentukan semata oleh sumber daya alam atau lokasi strategis, 

tetapi juga oleh kapabilitas digital suatu wilayah. Fenomena ini menciptakan tantangan sekaligus 

peluang bagi pengembangan wilayah di Indonesia. Revolusi digital yang sedang berlangsung 
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ABSTRAK  
Era ekonomi digital telah mengubah fundamental daya saing wilayah secara dramatis. Penelitian 

ini mengkaji bagaimana transformasi digital mempengaruhi kapabilitas kompetitif wilayah, 
dengan fokus pada infrastruktur digital, sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi. Melalui 

pendekatan kualitatif dengan metode library research, studi ini menganalisis publikasi ilmiah, 

laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan periode 2020-2024. Hasil penelitian mengungkap 

bahwa kesenjangan digital berpotensi menciptakan polarisasi baru dalam pembangunan wilayah. 
Wilayah dengan kesiapan digital tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi 3 kali lebih cepat 

dibandingkan wilayah tertinggal secara digital. Faktor-faktor kritis yang mempengaruhi daya 

saing digital mencakup penetrasi internet, keterampilan digital, ekosistem inovasi, kapasitas 

kelembagaan, dan modal sosial. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan 
kebijakan pengembangan wilayah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital, termasuk 

perlunya integrasi kebijakan pemerataan digital dengan pengembangan ekonomi lokal, penguatan 

tata kelola digital daerah, dan pengembangan program literasi digital yang inklusif. 

 
Kata kunci: daya saing wilayah; ekonomi digital; kesenjangan digital; polarisasi pembangunan; 

kebijakan wilayah; transformasi digital; ekosistem inovasi 

ABSTRACT  
The digital economy era has dramatically altered the fundamentals of regional competitiveness. 

This research examines how digital transformation affects regional competitive capabilities, 

focusing on digital infrastructure, human resources, and innovation ecosystems. Through a 

qualitative approach with library research methods, this study analyzes scientific publications, 
government reports, and policy documents from 2020-2024. The study reveals that the digital 

divide potentially creates new polarization in regional development. Regions with high digital 

readiness show economic growth 3 times faster than digitally lagging regions. Critical factors 

influencing digital competitiveness include internet penetration, digital skills, innovation 
ecosystem, institutional capacity, and social capital. These findings have important implications 

for formulating regional development policies that are adaptive to digital economy dynamics, 

including the need to integrate digital equality policies with local economic development, 

strengthen regional digital governance, and develop inclusive digital literacy programs. 
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membawa implikasi mendalam terhadap struktur ekonomi wilayah, pola distribusi sumber daya, dan 

dinamika pembangunan regional yang perlu dipahami secara komprehensif. 
Kesenjangan digital antarkawasan menjadi isu kritis yang memerlukan perhatian khusus dalam 

konteks pembangunan nasional. Data terkini menunjukkan bahwa 65% infrastruktur digital 

terkonsentrasi di Pulau Jawa, menciptakan ketimpangan akses dan pemanfaatan teknologi digital yang 

signifikan. Kondisi ini berpotensi memperparah kesenjangan pembangunan yang telah ada dan 

menciptakan dimensi baru dari ketimpangan regional (Zulkhizah et al., 2018). Konsentrasi 

infrastruktur digital yang tidak merata berdampak pada pola investasi, aliran tenaga kerja terampil, 

dan pada akhirnya memperlebar jurang pembangunan antara wilayah maju dan tertinggal. 
Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat proyeksi ekonomi digital Indonesia yang 

diperkirakan mencapai USD 130 miliar pada tahun 2025. Besarnya potensi ekonomi digital ini 

menuntut kesiapan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, disparitas kesiapan digital 

antarkawasan berpotensi menciptakan fenomena digital divide yang semakin lebar. Kesenjangan ini 

tidak hanya mempengaruhi pola investasi dan alokasi sumber daya manusia terampil, tetapi juga 

berdampak pada ketimpangan pembangunan wilayah yang lebih struktural dan sulit diatasi. Fenomena 

ini memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terukur untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi 

digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pola transformasi daya saing wilayah di era 

digital dengan mengidentifikasi perubahan-perubahan fundamental yang terjadi dalam determinan 

daya saing wilayah; kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi kapabilitas 

digital wilayah melalui analisis komprehensif terhadap dimensi infrastruktur, sumber daya manusia, 

dan ekosistem inovasi; dan ketiga, merumuskan strategi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan 

digital antarkawasan yang dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi 

yang efektif. 
Studi terdahulu seperti penelitian Rachaju (2022) lebih banyak berfokus pada aspek infrastruktur fisik 

dan belum secara komprehensif mengkaji dimensi digital dalam daya saing wilayah. Penelitian ini 

mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis interaksi antara kapabilitas digital, ekosistem 

inovasi, dan daya saing wilayah dalam konteks Indonesia. Pendekatan integratif yang digunakan 

dalam penelitian ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana transformasi 

digital membentuk ulang lanskap daya saing regional. 
Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman baru tentang determinan 

daya saing wilayah di era digital. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi basis empiris bagi 

perumusan kebijakan pengembangan wilayah yang adaptif terhadap tuntutan ekonomi digital. Dalam 

konteks kebijakan nasional, penguatan daya saing wilayah menjadi prioritas strategis yang tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Namun, 

implementasinya menghadapi tantangan baru dengan akselerasi ekonomi digital yang tidak merata di 

berbagai wilayah Indonesia. 
Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan ketimpangan signifikan dalam adopsi teknologi 

digital, di mana penetrasi internet di wilayah maju mencapai 85%, sementara di wilayah tertinggal 

hanya 30%. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas pendekatan 

konvensional dalam pengembangan wilayah. Model pembangunan berbasis keunggulan komparatif 

tradisional perlu ditinjau ulang mengingat peran teknologi digital yang semakin dominan dalam 

membentuk daya saing wilayah. Transformasi ini menuntut paradigma baru dalam perencanaan dan 

implementasi kebijakan pembangunan regional. 
Orisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya dalam menganalisis interaksi 

antara transformasi digital dan daya saing wilayah. Studi ini tidak hanya mengkaji aspek infrastruktur, 

tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial-ekonomi dalam analisisnya. Penelitian ini juga 

menawarkan perspektif baru dengan mengeksplorasi peran faktor-faktor non-teknis seperti modal 

sosial, kapasitas kelembagaan, dan inklusivitas gender dalam menentukan keberhasilan transformasi 

digital wilayah. Pendekatan holistik ini memungkinkan identifikasi solusi yang lebih kontekstual dan 

berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan digital antarkawasan. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Konseptualisasi Daya Saing Wilayah di Era Digital 
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Konsep daya saing wilayah telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan perkembangan 

teknologi dan transformasi ekonomi global. Secara tradisional, daya saing wilayah didefinisikan 

berdasarkan keunggulan komparatif yang bersumber dari faktor-faktor produksi konvensional seperti 

sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal fisik. Namun, dalam era ekonomi digital, paradigma ini 

telah bergeser menuju konsep yang lebih kompleks dan dinamis yang menekankan pada kapabilitas 

digital dan inovasi sebagai determinan utama daya saing. 
Porter dalam Supriyati et al. (2015) mendefinisikan daya saing wilayah modern sebagai kemampuan 

mengoptimalkan potensi digital untuk menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Definisi ini 

menekankan bahwa dalam konteks ekonomi digital, keunggulan kompetitif tidak lagi semata 

ditentukan oleh kepemilikan sumber daya, melainkan oleh kemampuan wilayah dalam memanfaatkan 

teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, dan menciptakan nilai 

tambah ekonomi. Transformasi ini mengubah paradigma pembangunan wilayah konvensional dan 

menuntut pendekatan baru dalam strategi pengembangan regional. 
Dalam konteks Indonesia, konsep daya saing wilayah di era digital perlu mempertimbangkan 

karakteristik unik kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan kelembagaan yang beragam. Perbedaan 

tingkat pembangunan antarkawasan, disparitas infrastruktur, dan variasi kapasitas sumber daya 

manusia menciptakan kompleksitas tersendiri dalam mengoperasionalisasikan konsep daya saing 

digital. Oleh karena itu, pendekatan yang kontekstual dan adaptif menjadi keniscayaan dalam upaya 

meningkatkan daya saing wilayah di era digital. 
 

Dimensi Digital dalam Ekonomi Wilayah 
Ekonomi digital telah membentuk ulang pola spasial pembangunan dan menciptakan dinamika baru 

dalam distribusi aktivitas ekonomi antarkawasan. Castells dalam Arifin et al. (2023) mengidentifikasi 

tiga elemen kunci dalam ekosistem ekonomi digital wilayah: infrastruktur digital yang memadai, 

literasi digital masyarakat yang tinggi, dan ekosistem inovasi yang kondusif. Wilayah dengan 

integrasi kuat dari ketiga elemen ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan 

berkelanjutan. 
Infrastruktur digital mencakup tidak hanya ketersediaan jaringan internet berkecepatan tinggi, tetapi 

juga aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi, platform digital, dan sistem keamanan siber 

yang memadai. Infrastruktur yang robust menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi digital yang 

inklusif dan berkelanjutan. Namun, pembangunan infrastruktur digital di Indonesia masih menghadapi 

berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang menantang, dan 

disparitas kemampuan fiskal antardaerah. 
Literasi digital masyarakat merupakan dimensi kedua yang tidak kalah pentingnya. Kemampuan 

masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan produktif menentukan sejauh 

mana manfaat ekonomi digital dapat direalisasikan. Literasi digital mencakup keterampilan teknis 

dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi digital, kemampuan analitis dalam memproses 

informasi digital, serta pemahaman tentang etika dan keamanan digital. Pengembangan literasi digital 

memerlukan investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan lokal. 
Ekosistem inovasi digital merupakan dimensi ketiga yang mencerminkan kapasitas wilayah dalam 

menghasilkan dan mengadopsi inovasi teknologi. Ekosistem ini melibatkan interaksi dinamis antara 

perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam menghasilkan inovasi yang relevan dengan 

kebutuhan pasar dan masyarakat. Wilayah dengan ekosistem inovasi yang matang menunjukkan 

kemampuan yang lebih baik dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memanfaatkan 

peluang ekonomi digital. 
 

Kesenjangan Digital dan Implikasinya terhadap Pembangunan Wilayah 
Kesenjangan digital telah menjadi fenomena global yang mendapat perhatian serius dari berbagai 

pihak. World Bank (2024) melaporkan bahwa kesenjangan digital berkontribusi sekitar 40% terhadap 

disparitas ekonomi antarkawasan di negara-negara berkembang. Di Indonesia, kesenjangan ini 

diperburuk oleh konsentrasi infrastruktur digital dan talenta di wilayah metropolitan, sementara 

wilayah perifer mengalami keterbatasan akses dan kapasitas. Fenomena ini menciptakan lingkaran 

setan di mana wilayah yang sudah tertinggal semakin sulit mengejar ketertinggalannya. 
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Dimensi kesenjangan digital tidak hanya terbatas pada aspek infrastruktur, tetapi juga mencakup 

kesenjangan dalam keterampilan digital, akses terhadap informasi, dan partisipasi dalam ekonomi 

digital. Kesenjangan keterampilan digital berdampak pada kemampuan tenaga kerja lokal untuk 

bersaing dalam pasar kerja digital yang semakin kompetitif. Keterbatasan akses terhadap informasi 

menghambat kemampuan pelaku usaha lokal untuk mengidentifikasi peluang pasar dan mengadopsi 

praktik bisnis terbaik. Sementara itu, rendahnya partisipasi dalam ekonomi digital mempersempit 

basis ekonomi wilayah dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi. 
Implikasi kesenjangan digital terhadap pembangunan wilayah bersifat multidimensional. Secara 

ekonomi, kesenjangan digital menciptakan polarisasi dalam distribusi investasi dan aktivitas ekonomi, 

di mana wilayah dengan kesiapan digital tinggi menarik lebih banyak investasi dan talenta. Secara 

sosial, kesenjangan ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan peluang antarkawasan, 

menciptakan ketegangan sosial, dan menghambat mobilitas sosial. Secara politik, kesenjangan digital 

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan 

publik. 
 

Kebijakan Pengembangan Wilayah di Era Digital 
Pendekatan kebijakan pengembangan wilayah perlu mengalami adaptasi fundamental untuk 

merespons dinamika ekonomi digital. Rodriguez-Pose (2024) menekankan pentingnya kebijakan yang 

mengintegrasikan pembangunan infrastruktur digital dengan pengembangan kapasitas lokal dalam 

kerangka strategi pembangunan regional yang holistik. Kebijakan yang efektif harus mampu 

menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital dan keharusan 

untuk mengurangi kesenjangan digital antarkawasan. 
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan wilayah di era digital 

memerlukan pendekatan yang multi-sektoral dan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku 

kepentingan. Kebijakan tidak dapat lagi bersifat sektoral dan terisolasi, melainkan harus terintegrasi 

dengan kebijakan pendidikan, inovasi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Koordinasi 

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi 

kunci keberhasilan implementasi kebijakan. 
Dalam konteks Indonesia, kebijakan pengembangan wilayah di era digital perlu mempertimbangkan 

keragaman kondisi dan kebutuhan lokal. Pendekatan one-size-fits-all tidak akan efektif mengingat 

perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan, karakteristik geografis, dan kapasitas kelembagaan 

antarkawasan. Kebijakan yang kontekstual dan adaptif, yang memberikan ruang bagi inovasi dan 

inisiatif lokal, akan lebih efektif dalam mendorong pembangunan wilayah yang inklusif dan 

berkelanjutan di era digital. 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau studi 

kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menganalisis fenomena 

kompleks transformasi digital dan dampaknya terhadap daya saing wilayah yang memerlukan 

pemahaman mendalam terhadap berbagai dimensi dan konteks. Data penelitian bersumber dari 

publikasi ilmiah terkini, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan statistik resmi yang 

dipublikasikan dalam periode 2020-2024. 
Pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur yang relevan dengan fokus 

penelitian. Literatur yang dikaji mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan 

penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta data statistik dari berbagai sumber terpercaya seperti 

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga penelitian dan 

pengembangan. Kriteria seleksi literatur meliputi relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas 

sumber, dan kebaruan informasi. 
Analisis data difokuskan pada tiga aspek utama yang menjadi dimensi kunci dalam memahami 

transformasi daya saing wilayah di era digital. Pertama, pola transformasi digital ekonomi wilayah 

yang mencakup perubahan dalam struktur ekonomi, distribusi aktivitas ekonomi, dan dinamika 

pertumbuhan regional. Kedua, dampak kesenjangan digital terhadap daya saing wilayah yang 

menganalisis bagaimana disparitas dalam akses dan kapasitas digital mempengaruhi kapabilitas 
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kompetitif wilayah. Ketiga, efektivitas kebijakan pengembangan wilayah yang mengevaluasi sejauh 

mana kebijakan yang ada mampu merespons tantangan dan memanfaatkan peluang ekonomi digital. 
Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah pengumpulan 

dan klasifikasi data dari berbagai sumber literatur. Tahap kedua adalah identifikasi tema dan pola 

yang muncul dari data yang terkumpul. Tahap ketiga adalah sintesis temuan untuk mengonstruksi 

pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Tahap keempat adalah interpretasi temuan 

dalam konteks teori dan praktik pengembangan wilayah. Tahap terakhir adalah formulasi kesimpulan 

dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis. 
Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber data, di mana informasi dari berbagai sumber 

dibandingkan dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Reliabilitas 

penelitian diperkuat melalui dokumentasi sistematis terhadap proses penelitian dan transparansi dalam 

pelaporan metode dan hasil penelitian. Keterbatasan penelitian yang perlu diakui adalah bahwa 

pendekatan library research tidak memungkinkan pengumpulan data primer langsung dari lapangan, 

sehingga analisis bergantung pada kualitas dan ketersediaan data sekunder yang ada. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Transformasi Pola Daya Saing Wilayah di Era Digital 
Analisis terhadap literatur dan data menunjukkan pergeseran fundamental dalam determinan daya 

saing wilayah dari faktor konvensional menuju faktor digital. Wilayah dengan indeks digitalisasi 

tinggi mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5% per tahun, jauh melampaui pertumbuhan 

wilayah dengan digitalisasi rendah yang hanya mencapai 2,5% per tahun. Perbedaan signifikan ini 

mengindikasikan bahwa kapabilitas digital telah menjadi determinan kunci daya saing wilayah di era 

kontemporer. 
Transformasi ini terlihat jelas dari perubahan komposisi aktivitas ekonomi regional. Wilayah-wilayah 

yang berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam sektor-sektor ekonominya menunjukkan 

peningkatan produktivitas yang signifikan, diversifikasi ekonomi yang lebih baik, dan daya tahan 

yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal. Sebaliknya, wilayah yang lambat dalam adopsi digital 

mengalami stagnasi ekonomi dan penurunan daya saing relatif terhadap wilayah lain. 
Data komparatif antara wilayah maju dan wilayah tertinggal secara digital mengungkapkan disparitas 

yang mengkhawatirkan dalam berbagai indikator kunci daya saing digital. Penetrasi internet di 

wilayah maju mencapai 85%, sementara di wilayah tertinggal hanya 30%. Indeks keterampilan digital 

(Digital Skill Index) menunjukkan skor 0,75 untuk wilayah maju dibandingkan 0,32 untuk wilayah 

tertinggal. Jumlah startup per 100.000 penduduk di wilayah maju mencapai 12, sedangkan di wilayah 

tertinggal hanya 2. Kesenjangan dalam indikator-indikator ini mencerminkan perbedaan fundamental 

dalam kapasitas dan kesiapan digital antarkawasan. 
Implikasi dari kesenjangan ini sangat luas. Akses internet yang terbatas di wilayah tertinggal 

menghambat partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital, membatasi akses terhadap informasi dan 

peluang, serta mengurangi daya saing pelaku usaha lokal. Rendahnya keterampilan digital di wilayah 

tertinggal menciptakan hambatan dalam adopsi teknologi, mengurangi produktivitas tenaga kerja, dan 

membatasi kemampuan inovasi. Minimnya ekosistem startup di wilayah tertinggal mengindikasikan 

lemahnya kapasitas inovasi dan kewirausahaan digital yang merupakan motor penggerak 

pertumbuhan ekonomi di era digital. 

 
Tabel 1. Indikator Daya Saing Digital Wilayah Tahun 2024 

Indikator Wilayah Maju Wilayah Tertinggal 
Penetrasi Internet 85% 30% 
Digital Skill Index 0,75 0,32 
Startup per 100.000 penduduk 12 2 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2024) 
 

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kesenjangan dalam indikator-indikator tersebut tidak hanya 

mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur dan teknologi, tetapi juga perbedaan 

dalam kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi. Wilayah maju 

umumnya memiliki pemerintah daerah dengan kapasitas perencanaan dan implementasi kebijakan 
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digital yang lebih baik, institusi pendidikan yang lebih berkualitas dalam menghasilkan talenta digital, 

serta ekosistem bisnis yang lebih kondusif bagi pengembangan ekonomi digital. 
Pola transformasi daya saing ini juga menunjukkan adanya efek multiplier dari digitalisasi. Wilayah 

dengan tingkat digitalisasi tinggi tidak hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, 

tetapi juga menarik lebih banyak investasi, talenta, dan inovasi yang selanjutnya memperkuat posisi 

kompetitif mereka. Sebaliknya, wilayah tertinggal mengalami brain drain di mana talenta-talenta 

terbaik mereka bermigrasi ke wilayah yang menawarkan peluang lebih besar di ekonomi digital. 

Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang mempersulit upaya wilayah tertinggal untuk 

mengejar ketertinggalan mereka. 
 

Polarisasi Digital dan Dampaknya terhadap Pembangunan Wilayah 
Kesenjangan digital telah menciptakan pola pembangunan dua kecepatan yang semakin 

mempolarisasi lanskap ekonomi regional di Indonesia. Wilayah metropolitan dengan ekosistem digital 

yang matang berhasil menarik 80% dari total investasi teknologi nasional, sementara wilayah perifer 

mengalami stagnasi digital yang mengkhawatirkan. Konsentrasi investasi yang sangat timpang ini 

berdampak pada pola pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan memperlebar kesenjangan 

pembangunan antarkawasan. 
Analisis spasial menunjukkan bahwa polarisasi digital tidak hanya terjadi antara Jawa dan luar Jawa, 

tetapi juga antara kawasan perkotaan dan perdesaan dalam satu provinsi. Wilayah perkotaan dengan 

kepadatan tinggi memiliki tingkat adopsi digital 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. 

Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam upaya pemerataan pembangunan wilayah, di mana 

dimensi digital menambah kompleksitas kesenjangan yang sudah ada sebelumnya. 
Dampak polarisasi digital terhadap pembangunan wilayah bersifat multidimensional. Secara ekonomi, 

konsentrasi aktivitas ekonomi digital di wilayah tertentu menciptakan aglomerasi yang 

menguntungkan wilayah tersebut namun merugikan wilayah lain. Wilayah dengan ekosistem digital 

yang kuat mengalami peningkatan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Sementara itu, wilayah yang tertinggal secara digital mengalami penurunan daya saing, kehilangan 

talenta dan investasi, serta stagnasi ekonomi yang berkepanjangan. 
Polarisasi ini juga berdampak pada struktur sosial dan demografi wilayah. Brain drain dari wilayah 

tertinggal ke wilayah maju semakin intensif, menciptakan aging population di wilayah tertinggal dan 

memperburuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Kesenjangan peluang ekonomi antara 

wilayah maju dan tertinggal juga berkontribusi pada ketimpangan pendapatan yang semakin lebar, 

yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan sosial dan politik. 
 

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pengembangan Wilayah 
Evaluasi terhadap kebijakan pengembangan wilayah yang ada menunjukkan bahwa pendekatan 

konvensional belum optimal dalam mengatasi kesenjangan digital. Program pemerataan infrastruktur 

digital nasional, meskipun telah memberikan kontribusi positif, masih menghadapi berbagai hambatan 

struktural yang mengurangi efektivitasnya. Identifikasi hambatan-hambatan ini penting untuk 

merumuskan perbaikan kebijakan yang lebih efektif. 
Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam implementasi program pemerataan digital. 

Biaya pembangunan infrastruktur digital di wilayah terpencil dan tertinggal jauh lebih tinggi 

dibandingkan di wilayah perkotaan karena tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur 

pendukung. Alokasi anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan investasi yang 

diperlukan untuk mengurangi kesenjangan digital secara signifikan. Kondisi ini diperburuk oleh 

keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah di wilayah tertinggal yang membatasi kemampuan 

mereka untuk berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan digital. 
Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan kedua yang tidak kalah krusial. 

Implementasi program digitalisasi memerlukan tenaga teknis yang kompeten dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur digital. Namun, wilayah tertinggal umumnya mengalami 

kelangkaan tenaga terampil di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Program pelatihan yang 

ada belum cukup efektif dalam menghasilkan tenaga teknis yang dibutuhkan, baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. Kondisi ini menciptakan ketergantungan pada tenaga dari luar daerah yang tidak 

berkelanjutan. 
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Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan ketiga yang signifikan. 

Implementasi program digitalisasi memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai tingkat 

pemerintahan dan sektor. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi fragmentasi program, tumpang 

tindih kewenangan, dan inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah. Analisis implementasi 

kebijakan di 15 wilayah menunjukkan bahwa wilayah dengan mekanisme koordinasi yang baik 

mencapai tingkat adopsi digital 60% lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan koordinasi yang 

lemah (Judijanto et al., 2024). 
Temuan positif dari evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa program pembangunan kapasitas digital 

yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi lokal memberikan hasil yang lebih baik. Wilayah 

yang berhasil mengintegrasikan digitalisasi dengan sektor unggulan lokalnya mengalami peningkatan 

nilai tambah ekonomi yang signifikan. Contohnya, digitalisasi sektor pariwisata di Bali dan pertanian 

di Jawa Timur berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga 40% (Ramadhan et 

al., 2022). Pengalaman ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang kontekstual dan terintegrasi 

dalam kebijakan digitalisasi wilayah. 
 

Peran Modal Sosial dan Ekosistem Inovasi dalam Daya Saing Digital 
Temuan menarik dari penelitian ini adalah peran signifikan modal sosial dalam mendorong adopsi 

teknologi digital di tingkat wilayah. Wilayah dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi 

menunjukkan adopsi teknologi digital yang lebih cepat, terutama dalam pengembangan ekonomi 

berbagi (sharing economy). Kota-kota dengan indeks modal sosial tinggi mencatat pertumbuhan 

transaksi ekonomi digital 35% lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan modal sosial rendah 

(Harsono et al., 2023). 
Modal sosial memfasilitasi difusi inovasi dan adopsi teknologi melalui jaringan sosial yang kuat, 

kepercayaan yang tinggi antar-aktor ekonomi, dan norma-norma sosial yang mendukung kolaborasi. 

Dalam konteks ekonomi digital, modal sosial menjadi katalis penting dalam mengurangi hambatan 

adopsi teknologi, memfasilitasi pembelajaran kolektif, dan mendorong inovasi sosial. Wilayah dengan 

modal sosial yang kuat lebih mampu mengorganisir kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan 

masyarakat dalam mendorong transformasi digital. 
Ekosistem inovasi juga terbukti memainkan peran krusial dalam mendorong daya saing digital 

wilayah. Keberadaan hub inovasi digital, inkubator startup, dan kolaborasi triple helix (pemerintah-

akademisi-industri) mempercepat transformasi digital ekonomi wilayah. Jakarta, Bandung, dan 

Surabaya yang memiliki ekosistem inovasi matang mencatat pertumbuhan ekonomi digital 3 kali 

lebih cepat dibandingkan kota sekunder. Ekosistem inovasi yang matang memfasilitasi transfer 

pengetahuan, mendorong kewirausahaan digital, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

inovasi teknologi. 
Perbedaan dalam kematangan ekosistem inovasi antarkawasan mencerminkan disparitas dalam 

investasi jangka panjang untuk pembangunan kapasitas inovasi. Wilayah dengan ekosistem inovasi 

yang kuat umumnya memiliki universitas riset yang berkualitas, program inkubasi yang efektif, 

skema pendanaan untuk startup, dan jaringan mentor dan investor yang aktif. Membangun ekosistem 

inovasi yang matang memerlukan komitmen jangka panjang dan investasi berkelanjutan dari berbagai 

pemangku kepentingan. 
 

SIMPULAN 
Transformasi digital telah mengubah fundamental daya saing wilayah di Indonesia secara dramatis. 

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital menciptakan polarisasi baru dalam 

pembangunan wilayah, dengan wilayah maju digital tumbuh 3 kali lebih cepat dibandingkan wilayah 

tertinggal. Modal sosial dan kapasitas kelembagaan berperan krusial dalam adopsi teknologi digital 

dan menentukan keberhasilan transformasi digital wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah yang 

ada masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang mengurangi efektivitasnya dalam 

mengatasi kesenjangan digital. 

 

SARAN 
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk mengatasi 

kesenjangan digital dan meningkatkan daya saing wilayah di era ekonomi digital: 
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Pertama, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pemerataan digital yang terintegrasi dengan 

pengembangan ekonomi lokal. Pendekatan yang kontekstual dan mempertimbangkan karakteristik 

unik setiap wilayah akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang seragam. Digitalisasi perlu 

diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan lokal dan menciptakan nilai tambah ekonomi 

yang nyata bagi masyarakat. 
Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam tata kelola digital menjadi prioritas. Ini 

mencakup pengembangan kapasitas perencanaan, implementasi, dan monitoring program digitalisasi, 

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam bidang teknologi digital. Investasi 

dalam pengembangan kapasitas kelembagaan akan memberikan manfaat jangka panjang yang 

berkelanjutan. 
Ketiga, pengembangan program literasi digital inklusif dengan memperhatikan aspek gender dan 

kesenjangan wilayah perlu diprioritaskan. Program literasi digital harus dirancang untuk menjangkau 

seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan dalam 

akses teknologi. Pendekatan yang inklusif akan memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat 

dinikmati secara lebih merata. 
Keempat, mendorong kolaborasi triple helix untuk memperkuat ekosistem inovasi digital daerah. 

Kemitraan yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri akan mempercepat transfer 

pengetahuan, mendorong inovasi, dan menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. 

Pengembangan hub inovasi dan inkubator startup di wilayah-wilayah tertinggal perlu didorong untuk 

mengurangi kesenjangan dalam kapasitas inovasi. 
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